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ABSTRAK 

Peneitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 

Papua dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi  Papua ini 

difokuskan pada permasalahan implementasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi 

Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua,  kendala-kendala 

dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua dan upaya 

penyelesaiannya, Penulis tertarik pada judul tersebut karena rasa heran dan prihatin 

pada perkembangan masyarakat asli Papua yang semakin terpuruk pada permasalahan 

hak-hak masyarakat asli Papua walaupun sudah adanya Undang-Undang No.21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus yang secara khusus mengatur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi  

kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak 

masyarakat asli Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kendala-kendala perlindungan hak-hak 

masyarakat asli Papua dan upaya penyelesaian. Penelitian ini merupakan penelitian 

normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari 

teori pembagian kekuasaan, desntralisasi asimetris, dan teori keadilan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa 

peraturan perundang-undangan 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kewenangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat 

asli Papua yang berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu bagi  

Provinsi Papua belum  terealisasi secara baik di dalam masyarakat asli Papua. Hal ini 

dapat terlihat dengan sebagaian hak-hak masyarakat asli Papua belum sepenuhnya 

mendapatkan perlindungan, walaupun secara khusus sudah adanya Undang-Undang No 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjadi landasan 

dalam setiap kewenangan yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Papua. akan 

tetapi kewenangan itu masih terbatas hanya pada tingkat Peraturan perundang-

Undangan. 

 

 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Preventif, 

Hak-hak Masyarakat Asli Papua. 

 

 



ABSTRACT 

The Authority Implementation of Provincial Government of Papua in Maintain 

the Rights Preventive of Papua Original Citizen study bases on Undang-Undang No. 21 

in 2001 about special autonomy focused on authority implementation of Papua provincial 

government in maintaining rights preventive of Papua original citizen and completion 

efforts, the author interested in this topic because of dismay and concern at the 

development of indigenous Papuans although there has Undang-Undang No. 21 in 2001 

about Special Autonomy that set specially. 

The objectives of this study for reviewing and analyzing the authority 

implementation of Papua provincial government in in maintaining rights preventive of 

Papua original citizen bases on Undang-Undang No. 21 in 2001 about special autonomy 

for Papua, the obstacles of maintain the Papua original citizen’s rights and the completion 

efforts. This study is normative use the legislation approaches, and studying from the 

power-sharing theory, asymmetric decentralization, and justice theory. 

Kind of research that used in this thesis is normative law research, namely study 

that focused on positive norm law such legislation. 

Result of this study conclude that the authority implementation of Papua 

provincial government in in maintaining rights preventive of Papua original citizen bases 

on Undang-Undang No. 21 in 2001 about special autonomy for Papua unrealized well in 

Papua original citizens. This can be seen by most of the rights of Papua original citizens 

have not been fully obtain of protection, although specially there is Undang-Undang No. 

21 in 2001 about special autonomy for Papua which form the basis for any authority that 

is taken by local government of Papua. But the authority still limited to the level of 

legislation.  

Key words: Implementation, Authority, Local Government, Preventive maintain, Papua’s 

Original citizens’ rights 
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